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PUTUSAN
Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 November 1982,
agama Islam, pekerjaan PNS xxxxxxx, pendidikan
S1, tempat kediaman di Lingkungan Xxxxx,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten

Majene, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 Januari 1976, agama
Islam, pekerjaan PNS pada xxxxxx, pendidikan
S1, tempat kediaman di Kompleks xxxx,
Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten

Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Mj,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 14
Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1429 H., yang dicatat

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai
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Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua orang Penggugat di Lingkungan xxxx selama satu minggu
kemudian pindah ke rumah perumahan Dinas xxxx selama 2 tahun 3 minggu,
dan pindah ke rumah Dinas di Mamuju selama 3 tahun, kemudian tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxx secara
bergantian di rumah Dinas Tergugat di Mamuju selama 5 tahun 11 bulan
tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di Mamuju
selama 1 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama :

1. ANAKKE I, umur 10 tahun

2. ANAK KE Il, SE, umur 8 tahun

3. ANAK KE lll, SE, umur 5 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan
Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rukun
namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan sekaligus puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tugas ke Mamuju untuk
mendampingi Tergugat di Mamuju namun Penggugat mengatakan kepada
Tergugat jangan dulu, bisa kalau sudah selesai kelulusan sertifikasi Penggugat
namun Tergugat tidak menerimanya;

5. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
berjauhan dimana Penggugat di rumah orang tuanya di Lingkungan xxxx dan
Tergugat di rumah Dinas di Mamuju sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai / kepada Penggugat
ketika marah;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1
tahun 10 bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 10 bulan;
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9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

10. Bahwa sebagai seorang PNS guru pada SD No. 49 Inpres Passangrahang
Majene, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan
perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxxx tanggal 12 September 2020
yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGGUGAT,

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status
sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari
atasan berdasarkan Surat 1zin Bupati Majene Nomor xxxx tanggal 12 September
2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Majene, maka
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup
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rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, tertanggal 14 Januari

2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan

Pensiunan, bertempat tinggal di xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx,

Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal
bersama di rumah saksi di Lingkungan xxxx namun hanya selama satu
minggu kemudian pindah ke rumah perumahan Dinas xxxx selama 2 tahun
3 minggu, dan pindah ke rumah Dinas di Mamuju selama 3 tahun,
kemudian kembali tinggal bersama di rumah saksi di Lingkungan xxxx

secara bergantian di rumah Dinas Tergugat di Mamuju selama 5 tahun 11
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bulan tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di
Mamuju selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-

masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 10 tahun

2. ANAK KE Il, SE, umur 8 tahun

3. ANAK KE Ill, SE, umur 5 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan
Penggugat; ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai jika
Penggugat tidak mau pindah ke Mamuju ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya hanya diberitahukan oleh Penggugat jika
Tergugat meminta Penggugat ikut tinggal di Mamuju namun Penggugat
mau mengurus sertifikasinya dulu baru ikut ke Mamuju namun Tergugat
tidak bisa menunggu dan meminta agar Penggugat segera pindah ke
Mamuju sehingga Penggugat tidak bersedia membuat akhirnya Penggugat
dan Tergugat bertengkar terus menerus, kemudian saksi mendengar
sendiri, depan saksi Tergugat mengatakan kata-kata tersebut mau
menceraikan Penggugat jika tidak ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi hanya tahu masalah tersebut saja tidak ada yang lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih
1 tahun 10 bulan lamanya

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat

tinggal dirumah dinasnya di Kompleks Perumahan Bandara Udara Tampa
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padang Mamuju;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tentang anak;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sendiri selaku ayah kandung
Penggugat, Tergugat kemudian mau rukun dan meminta kepada saksi
untuk menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah
berkata cerai dengan Penggugat hamun setelah itu Tergugat tidak pernah
datang lagi kerumah saksi sampai sekarang, bahkan untuk menemui
Penggugat saja sudah tidak pernah lagi;

Saksi 2, SAKSI Il, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan

xxxx, Kecamatan xxxx Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu 2 kali
Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah
dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua orang Penggugat di Lingkungan xxxx selama satuminggu
kemudian pindah ke rumah perumahan Dinas xxxx selama 2 tahun 3
minggu, dan pindah ke rumah Dinas di Mamuju selama 3 tahun,
kemudiantinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan
XXXX secara bergantian di rumah Dinas Tergugat di Mamuju selama 5 tahun
11 bulan tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di
Mamuju selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 10 tahun
2. ANAK KE Il, SE, umur 8 tahun
3. ANAK KE Ill, SE, umur 5 tahun
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semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan
Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai jika
Penggugat tidak mau pindah ke Mamuju ikut dengan Tergugat, sedangkan
Penggugat sudah berupaya untuk mengurus sertifikasi gurunya sebelum
pindah ke Mamuju;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat
dan melihat chat Tergugat kepada Penggugat, tentang persitiva
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih
1 tahun 10 bulan lamanya;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya dan
Tergugat tinggal dirumah dinasnya di Kompleks Perumahan Bandara Udara
Tampapadang Mamuiju;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tentang anak;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil
karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI Illl, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

honorer, bertempat tinggal di xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx,

Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan
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keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu satu Kkali

Penggugat sedangkan Tergugat adalah teman saksi;

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua orang Penggugat di Lingkungan xxxx selama satuminggu
kemudian pindah ke rumah perumahan Dinas xxxx selama 2 tahun 3
minggu, dan pindah ke rumah Dinas di Mamuju selama 3 tahun,
kemudiantinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan
XXXX secarabergantian di rumah Dinas Tergugat di Mamuju selama 5 tahun
11 bulan tahun, danterakhir tinggal bersama di rumah Dinas Tergugat di
Mamuju selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama :

1. ANAK KE I, umur 10 tahun

2. ANAK KE II, SE, umur 8 tahun

3. ANAK KE Ill, SE, umur 5 tahun

semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan
Penggugat; ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak
tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai jika
Penggugat tidak mau pindah ke Mamuju ikut dengan Tergugat, sementara
Penggugat mau ikut namun harus mengurus berkas-berkas kepindahannya
ke Mamuju karena Penggugat bekerja sebagai guru namun Tergugat tidak
mau menunggu;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung dari

Penggugat dan Tergugat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran
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Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat jika Tergugat memaksa agar
Penggugat segera mau mengurus pindahnya ke Mamuju jika tidak mau
akan diceraikan kemudian saksi pernah menelpon Tergugat untuk
menasihatinya namun Tergugat malah mengatakan jika Tergugat sudah
sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat di bawah pulang oleh Tergugat ke Majene dan dalam
perjalanan Penggugat dimarah-marahi terus oleh Tergugat, tapi saksi tidak
tahu Tergugat marah karena apa karena saksi tidak melihat sendiri
kejadiannya hanya cerita dari Penggugat saja, namun saksi pernah
mendengar Tergugat membawa perempuan lain bertemu dengan anak-
anaknya sehingga saksi menelpon Tergugat agar tidak melakukan hal
tersebut karena Penggugat tidak suka tetapi Tergugat malah menjawab
"tidak apa-apa saksi kasih kenal wanita ini dengan anak saksi, karena saksi
dengan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan dan rasa sayang";

- Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
hanya diceritakan oleh Penggugat namun saksi pernah menelpon Tergugat
untuk mengingatkan jika ada panggilan sidangnya namun Tergugat
menjawab jika sebelumnya Tergugat sudah mentalak Penggugat secara
agama sehingga tidak perlu lagi datang ke pengadilan agama;

- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya karena Tergugat
sendiri yang mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya
kemudian Tergugat kembali tinggal dirumah dinasnya di Kompleks
Perumahan Bandara Udara Tampapadang Mamuiju;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tentang anak itupun
jika Tergugat datang ke Majene untuk menemui anaknya Tergugat
menginap di penginapan dan bertemu anaknya di luar sehingga Tergugat
tidak pernah bertemu dengan Penggugat secara langsung;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah lagi memberi nafkah untuk

Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
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- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat bahkan orang
tua Penggugat juga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil
karena Tergugatt tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat
telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat
Izin Bupati Majene Nomor xxxx tanggal 12 September 2020 yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Majene, sehingga telah terpenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, maka pemeriksaan
perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh
PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
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tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat,
ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada
alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi
pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan
yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai
dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14
Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka
bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 14 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki legal

standing dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI I, SAKSI Il dan SAKSI llI, ketiganya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu,
melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat ataupun cerita
dari Tergugat (testimonium de auditu), maka terlebih dahulu Majelis Hakim
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)
bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung
percekcokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umunya hal itu akan
membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu,
sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan
pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi
pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain,
dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara
langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila
ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada
orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi
pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan
kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika
seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan
kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya
sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut
tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai
fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara
perdata, belum sempurna (volledig) sebagai alat bukti, sehingga bukti
persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau

dengan tambahan minimal satu bukti permulaan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ketiga orang
saksi Penggugat yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka
telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah
diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim
berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau
Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak
mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam
keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah
melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat
telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah
didukung oleh bukti yang sempurna/ volledig, yaitu dua bukti persangkaan,
sehingga dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten)
bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar
dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah
bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua
pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan
pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian
hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus
menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim
harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini,
yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi menyaksikan sendiri
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bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10
bulan maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan
sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat
tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang
diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari
pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari
pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga
merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga
terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan
salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka
sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula
pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh
karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus
berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk
dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya
upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, maka
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak
ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :

dlooll > Gle o ads swliall 5, 5

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat
dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut:

ailb iolall ade sl lezg i) azg il at, pac awbl ol

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran
itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak
terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi
fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, .
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab
pertengkaran itu tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit
untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain
Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa karena bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat
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adalah talak ba’in shughra, dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Majene pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H. dan Icha Satriani, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H. Marwan Wahdin, S.H.l.

Icha Satriani, S.H.
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 335.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).
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